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ABSTRAK 

 
Usaha mikro, kecil, menengah atau biasa disebut dengan UMKM merupakan 
program nasional ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh perseorangan tanpa 
kendala pada perusahaan bisnis lain. Banyak UMKM yang tidak ditangani oleh dinas 
terkait sebagai akibat dari banyaknya UMKM di Kabupaten Dompu. Dinas Tenaga 
Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Dompu menjalankan program 
sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra program 
dengan mengembangkan usaha kecil dan mikro dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dompu. Program pengembangan usaha kecil 
dan mikro yang dilakukan oleh pemerintah menarik penulis untuk melakukan 
penelitian apakah pengembangan UMKM sudah efektif atau belum efektif. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengembangan UMKM yang 
dilakukan oleh Disna Koperasi Kabupaten Dompu sudah efektif atau belum. Peneliti 
menggunakan 4 aspek untuk mengukur efektivitas program pengembangan UMKM 
di Kabupaten Dompu yang diidentifikasi dari produktivitas, motivasi, adaptasi dan 
integritas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disna Koperasi  Kabupaten Dompu 
dalam melakukan pemberdayaan melalui pembinaanUMKM sudah optimal, 
sedangkan ada beberapa aspek yang belum optimal, hal ini terkait dengan pengadaan 
kuota pelatihan yang minim dan sosialisasi yang belum efektif. Rekomendasi yang 
diperoleh dari penelitian ini adalah; peningkatan kuota pelatihan dan sosialisasi 
pengembangan usaha terkait kebijakan pemerintah tentang UMKM. 
Kata Kunci : Efektivitas, Produktivitas, Motivasi, Adaptasi, Integritas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pembangunan Nasional yang memanfaatkan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, memperhatikan tahapan pembangunan yang semakin 

cepat mengglobal, dan dilaksanakan secara berkelanjutan berdasarkan 

kemampuan Nasional.Kualitas manusia dan masyarakat Indonesia merupakan 

upaya peningkatan. 

Indonesia secara aktif mengejar ketertinggalan di semua bidang negara 

berkembang. Salah satu upaya untuk mengejar ketertinggalan adalah dengan 

mendorong pengembangan bidang ekonomi dan industri. Tujuan utamanya 

adalah untuk mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang bagi masyarakat 

Indonesia, keadilan dan kemakmuran berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

untuk merespon era globalisasi yang bergantung pada pembangunan industri. 

Hal ini membuktikan bahwa usaha kecil dan menengah (UMKM) dapat 

bertahan dan sejahtera selama lebih dari enam tahun di tengah badai krisis. 

Bahkan, sektor ini dapat menunjukkan kinerja yang lebih tangguh ketika 

menghadapi masa krisis. Selain itu, pemerintah memberikan perhatian yang 

besar terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) karena 

jumlah UMKM di Indonesia sangat dominan. Pemerintah selalu mencoba 

berbagai bisnis melalui koperasi dan usaha kecil Negara, dan semakin banyak 

individu yang menekuni dunia kewirausahaan dalam bentuk mendirikan UMKM. 

Pada tahun 1998, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 

Pasal 1 dan 2 tentang Pembinaan dan Pengembangan UKM, Presiden Republik 

Indonesia mengatakan, “Peta dan pembangunan adalah untuk pemerintah, dunia 

usaha dan pertumbuhan. dan peningkatan kapasitas usaha membantu masyarakat 
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melalui penguatan dukungan dengan memberikan pedoman Perpres No 10 

Tahun 1999 Penguatan kapasitas UKM penting bagi UKM untuk menciptakan 

struktur perusahaan nasional yang kuat untuk pengembangan ekonomi 

kerakyatan akan memainkan peran strategis. 

Secara umum pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dijalankan 

oleh perorangan atau badan usaha yang dilakukan oleh usaha kecil. Seperti 

diketahui menggunakan sumber data BPS, Nusa Tenggara Barat memiliki 

648.987 UKM. 

Adapun jumlah pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar di 

Kabupaten Dompu per 31 Desember 2018, dilihat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 
Jumlah Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 

Per Kab/Kota Se-Ntb Per 31 Desember 2018 

 
 

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha yang 

membantu perekonomian Indonesia. Sebab melalui Usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM)  akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan 

devisa negara melalui pajak badan usaha. (Rudjito, 2003) 
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Semakin banyak sektor Usaha Mikro Kecil Menengah semakin banyak 

dibutuhkannya Sumber Daya Manusia (SDM) mengingat zaman sekarang sulit 

sekali mendapat pekerjaan dan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ini 

menunjukan bahwa pemerintah harus menanamkan jiwa kewirausahaan bagi 

masyarakat apalagi dengan daerah yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) 

yang berlimpah dan mampu memanfaatkan dan mengolah menjadi sebuah 

produk yang hingga nantinya akan bersaing di pasar global. 

Tabel 1.2 
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 
 

No Jenis Usaha 
Kriteria 

Asset Omzet 

1 Mikro 50 juta - 300 juta - 

2 Kecil 50 juta — 300 juta 300 juta — 2500 miliar 

3 Menengah 500 juta — 10 miliar 2500 miliar - 50 miliar 

Sumber : UU Nomor 20 Tahun 2008 Bab III Pasal V tentang UMKM 
 

Peran UMKM dalam menstabilkan pendapatan nasional dan mengatasi 

pengangguran sesuai dengan Pasal 20 Bab III Tahun 2008 Pasal VI Undang-

Undang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bahwa “meningkatkan peran usaha 

kecil dan menengah dalam pembangunan daerah dan penciptaan lapangan 

kerja". Distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pembebasan rakyat 

dari kemiskinan (meningkatkan kesejahteraan)." Ekonomi makro berbicara 

tentang pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi, dimana salah satu 

masalah utama adalah kurangnya kesejahteraan masyarakat. 
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Tabel 1.3 
Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Kabupaten Dompu Tahun 2020 
 

No Kecamatan 
Pelaku Usaha 

Jumlah 
Mikro Kecil Menengah 

1 Dompu  375 97 19 491 

2 Kempo  94 33 1 128 

3 Huu  191 57 5 253 

4 Kilo  110 18 1 129 

5 Woja  168 48 - 216 

6 Pekat  191 99 5 295 

7 Manggelewa  148 80 12 240 

8 Pajo  89 12 - 101 

Jumlah  1, 366  444 43 1, 853 

  Sumber : Dinas Koperasi Kabupaten Dompu, Pelaku Usaha Mikro, Kecil 
dan  Menengah Per 31 Desember 2020 

 

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa UMKM di Kabupaten Dompu 

secara keseluruhan jumlah dan skala usaha sangat banyak. Dalam usaha mikro, 

kecil, dan menengah total keseluruhan sebanyak 1,853 unit usaha di Kabupaten 

Dompu. 

Total Koperasi dan UKM Binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Dompu Per 31 Desember 2019 = Koperasi 314 Koperasi, 

Aktif 134 dan Tidak Aktif 180 Buah sementara UKM Binaan 1.735 Unit. 

Perkembangan UKM di wilayah Dompu masih terkendala oleh banyak 

hal, diantaranya UKM yang rentan dari segi permodalan dan aspek manajemen 

(manajemen, produksi, pemasaran, kapasitas sumber daya manusia). Misalnya, 
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ada masalah yang muncul dari pengembang dan pengawas usaha kecil sehingga 

solusi yang ditentukan tidak memenuhi tujuan mereka dan tidak ada program 

pemantauan dan duplikasi antar lembaga. 

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus di Dinas 

Koperasi UMKM Kabupaten Dompu)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini dapat dibuat 

rumusan masalah, Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus di Dinas Koperasi 

Kabupaten Dompu. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas 

Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah 

(UMKM) (Studi Kasus di Dinas Koperasi Kabupaten Dompu). 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian diharapkan dari hasil penelitian yang 

dilakukan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis, sangat bermanfaat  jika memiliki kesempatan untuk 

menulis karya ilmiah dalam analisis masalah di bidang Program 

Pengembangan UMKM. 



6 
 

 

 

2. Bagi instansi, penelitian ini harus dapat meningkatkan pengetahuan 

atau informasi tentang efektivitas pelaksanaan program 

pengembangan UMKM. 

3. Secara akademis, penelitian ini akan memberikan sumbangsih bagi 

khazanah keilmuan dan literatur baru tentang objek penelitian 

manajemen tata usaha negara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya merupakan upaya peneliti untuk menemukan titik 

perbandingan dan mendapatkan inspirasi baru, sedangkan penelitian sebelumnya 

sangat membantu dalam menemukan penelitian dan menunjukkan orisinalitas 

penelitian. 

Tujuan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian yang berusaha 

menemukan dan melaksanakan bangunan ilmiah di mana orang lain berada 

benar-benar baru dan tidak dilakukan oleh orang lain. Hal ini dapat diatasi 

dengan mencari kajian yang lebih luas (Sugiyono, 2010). 

 

Tabel 2.1 Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu 
 

No 
Penulis & 
Tahun 

Judul Hasil 

1. Roswati Hafni, 
2015 

Analisis Usaha Mikro 
Kecil Dan Menengah 
(UMKM) Terhadap 
Pnyerapan Tenaga 
Kerja Di Kabupaten 
Dompu.  
 

Karena dari hasil penelitian ini dapat 
dilihat perkembangan UKM yang 
mengalami peningkatan yang terus 
menerus dan signifikan, maka peran 
UKM dalam penyerapan tenaga kerja 
sangat besar, yang juga mempengaruhi 
tingkat penyerapan tenaga kerja. 
Berdasarkan penelitian tersebut, dapat 
disarankan agar dilakukan penelitian 
lebih lanjut untuk peran UKM 
terhadap tenaga kerjaan. 

2 Rina Irawati, 
2018 

Pengaruh Pelatihan 
Dan Pembinaan 
Terhadap 
Pengembangan usaha 
mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM) 

Hasil uji regresi berganda 
menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh parsial simultan antara 
pendidikan dan pembinaan terhadap 
pengembangan UKM. Artinya 
hipotesis penelitian telah diterima. 
Variabel yang dominan mempengaruhi 
adalah coaching (X2) dengan nilai beta 
maksimal 0,675. Kata kunci: 
pendidikan, pembinaan, 
pengembangan UMKM 

Lanjutan Tabel… 
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No 
Penulis & 
Tahun 

Judul  
Hasil 

3. Wan Laura 
Hardilawati, 
2020 

Strategi Bertahan 
usaha mikro, kecil, 
dan menengah 
(UMKM) di Tengah 
Pandemi Covid 19 
 

Temuan penelitian ini 
merekomendasikan strategi 
kelangsungan hidup UMKM berupa 
melakukan digital marketing 
transaksi e-commerce, meningkatkan 
kualitas produk, menambah layanan, 
serta menjalin dan mengoptimalkan 
hubungan pemasaran pelanggan. 
Temuan penelitian ini penting untuk 
dipahami dan dimanfaatkan oleh para 
pemangku kepentingan UMKM, dan 
diharapkan para pemangku 
kepentingan bisnis untuk selalu 
tanggap dan beradaptasi dengan 
perubahan lingkungan untuk 
bertahan hidup. 

 
 
2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Banyak buku dan para ahli telah menjelaskan arti UMKM. 

Sebagian besar penjelasannya adalah dari segi permodalan dan jumlah 

tenaga kerja/karyawan, namun penulis mencoba merujuk pada penjelasan 

berikut untuk menjelaskan pengertian UKM. 

2 Usaha Kecil 

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Usaha 

Kecil, yang dimaksud dengan UKM adalah: 

a. Ada kekayaan bersih (aset) sebesar Rp. 200 juta tidak termasuk 

tanah dan bangunan komersial. 

b. Hasil penjualan tahunan (omzet) paling banyak Rp. 1 milyar 

c. Omzet (pendapatan) tahunan maksimum adalah 1 miliar    

d. Milik warga Negara Indonesia 

e. Merupakan perusahaan yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dikendalikan dan 
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terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dimiliki oleh 

perusahaan kecil atau menengah. 

f. Koperasi termasuk dalam badan usaha yang bukan badan hukum atau 

badan usaha yang berbentuk badan usaha perseorangan. 

Peraturan daerah atau (PERDA) No. 05 Tahun 2018 tentang 

pengelolaan barang milik daerah kabupaten dompu  

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 511 ayat (1), peratauran 

menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan 

barang milik daearah kabupaten dompu, perlu membentuk tentang 

penegelolaan barang milik daerah kabupaten dompu. 

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

pedoman pengelolaan barang milik daerah kabupaten dompu 

c. Ruang lingkup peraturan daerah kabupaten dompu ini adalah: (a) 

penjabat pengelolah barang milik daerah kabupaten dompu (b) 

perencanaan kebutuhan dan barang milik daerah kabaputan dompu; 

(c) pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan 

pemeliharaan. 

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2003), UKM 

adalah: 

a. Menurut pendapat, usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset 

tetap kurang dari Rp. 200 juta dan omset per tahun kurang dari Rp. 1 

milyar. 

b. Berdasarkan jumlah tenaga kerja, UKM merupakan perusahaan 

dengan jumlah tenaga kerja 519 orang. 

Menurut para ahli tentang pengertian usaha kecil adalah sebagai 

berikut: 
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a. M. Tohar memberikan pengertian tentang  usaha kecil adalah 

kegiatan ekonomi wrga negara berskala kecil yang memenuhi 

kekayaan bersih atau omset tahunan dan kepemilikan sebagaimana 

diatur oleh undang-undang (Tohar 2001). 

b. Menurut Ina Primiana (2009) pengertian UKM adalah sebagai 

berikut: 1). Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (bisnis 

inti) yang mendorong pembangunan, pertanian, manufaktur, sumber 

daya manusia (SDM) dan bisnis kelautan. 2). Inti dari pembangunan 

daerah yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi melalui 

pengembangan sektor dan potensi dengan memilih daerah atau 

wilayah yang menaungi akses ke daerah atau wilayah, yaitu 

program-program yang diprioritaskan. 3). Membangun kapasitas 

masyarakat dan meningkatkan usaha. 

3 Usaha Menengah 

Menurut Instruksi Presiden No. 6 tahun 2007 tentang 

kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan 

usaha menengah, yang dimaksud dengan usaha menengah adalah: 

a. Memiliki kekayaan (aset) bersih Rp.  200 juta sampai paling banyak 

Rp. 1 Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

b. Milik warga Indonesia 

c. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan 

hukum atau berbadan usaha yang berbadan hukum 

Sedangkan menurut badan pusat statistik (BPS, 2009), usaha 

menengah adalah usaha yang memiliki tenaga kerja antara 20 sampai 99 

orang. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis adalah UMKM sendiri, suatu 

usaha atau kegiatan ekonomi milik warga negara Indonesia, dengan 
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nilai bersih Rp. 200 juta ~ Rp. 10 milyar (tidak termasuk tanah dan 

bangunan usaha) dan penjualan tahunan atau Rp. Ini adalah 1 hingga 5 

miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan memiliki 1 hingga 99 

karyawan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa UMKM merupakan suatu usaha atau kegiatan 

ekonomi milik warga negara Indonesia, dengan nilai bersih Rp. 200 juta 

~ Rp. 10 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha) dan 

penjualan tahunan atau Rp. 1 Miliar hingga Rp 5 miliar (tidak termasuk 

tanah dan bangunan) dan memiliki 1 hingga 99 karyawan. 

 

2.2.2 Karateristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Sebuah studi oleh Institute of Business Administration, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Indonesia menemukan bahwa standar untuk usaha 

kecil di Indonesia sangat bervariasi tergantung pada fokus masalah yang 

ditangani dan institusi yang terkait dengan sektor ini. (Anora adalah 2018). 

Di negara lain, di sisi lain, standar yang ada pada akhirnya menentukan 

karakteristik departemen UMKM, yang ditentukan oleh karyawan 

perusahaan di atas segalanya. Secara umum, sektor UKM memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1. Sistem pembukuan relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti 

aturan standar pengelolaan pembukuan. Terkadang sulit untuk melihat 

kinerja bisnis karena pembukuan tidak up to date. 

2. Margin perdagangan cenderung tipis karena persaingan yang sangat 

kuat. 

3. Modal terbatas 

4. Pengalaman dalam manajemen bisnis masih sangat terbatas 
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5. Ukuran ekonomi sangat rendah sehingga sulit untuk mengharapkan 

pengurangan biaya jangka panjang menjadi efektif. 

6. Keterampilan yang sangat terbatas dalam pemasaran dan negosiasi serta 

diversifikasi pasar 

7. Kemampuan memperoleh sumber pendanaan di pasar modal masih 

rendah. 

Mengingat keterbatasan sistem manajemen, perusahaan yang 

menghimpun dana di pasar modal harus menjaga transparansi sesuai 

dengan standar sistem manajemen. 

 

 

2.2.3 Jenis-Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Menurut Tulus Tambunan (2017), kelompok UMKM terdiri atas:  

1. Sektor pertanian adalah pembagian unit yang menghasilkan kegiatan 

pertanian di lokasi tertentu untuk tujuan komersial. 

2. Sektor Pertambangan adalah departemen unit produksi yang terletak di 

lokasi tertentu, mempersiapkan dan mengekstraksi unsur-unsur kimia, 

mineral, biji-bijian dan semua jenis batuan, termasuk permata, yang 

merupakan bijih alam baik padat, cair maupun gas. Perdagangan. 

3. Industri manufaktur, industri pengolahan manufaktur, industry 

pengolahan yang berlokasi di suatu tempat tertentu, dan sebagai divisi 

dari unit produksi, industri yang berfungsi untuk mengubah bahan baku 

/ bahan baku menjadi produk jadi / produk setengah jadi dan produk 

bernilai rendah untuk tujuan komersial kepada pengguna. 

4. Sektor Listrik, Air dan Gas 

a. Subsektor ketenagalistrikan adalah subsektor unit produksi yang 

terletak di lokasi tertentu yang melakukan kegiatan produksi tenaga 
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listrik dan penyelenggaraan jaringan transmisi dan distribusi tenaga 

listrik untuk rumah tangga, institusi, industri, dan konsumen lainnya 

untuk tujuan komersial.  

b. Subsektor Air Minum adalah subsektor unit produksi yang berada 

pada lokasi tertentu yang melakukan kegiatan penjernihan air, 

pendistribusian untuk keperluan komersial kepada rumah tangga, 

institusi, industri, dan konsumen lainnya melalui kapal tanker 

terminal air. 

c. Subsektor Gas adalah subsektor unit produksi yang berada di lokasi 

tertentu, dan bergerak di bidang penyediaan gas kota untuk 

keperluan komersial kepada rumah tangga, institusi, industri, dan 

konsumen lainnya. 

5. Bidang arsitektur adalah suatu bagian dari suatu unit produksi yang 

terletak pada suatu lokasi tertentu dan melakukan kegiatannya dengan 

hasil akhir berupa suatu bangunan untuk konstruksi yang terintegrasi 

dengan tempat tinggalnya, baik yang digunakan untuk tempat tinggal 

maupun sarana komersial lainnya. 

6. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan pembagian unit 

produksi (unit) yang terletak di lokasi tertentu, dan untuk tujuan 

grosir/eceran, grosir/eceran, dan komersial yang menjual kembali 

produk baru atau bekas (tanpa perubahan bentuk). adalah sebuah 

restoran. 

7. Sektor Transportasi dan Komunikasi 

i. Pengangkutan dimiliki oleh orang lain di darat, laut atau penerbangan, 

dan dengan memiliki dan memperoleh pertimbangan komersial 

dengan menggunakan alat transportasi bertenaga atau non-listrik, 
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penumpang atau produk jadi/ternak dari satu lokasi ke lokasi 

lainnya.  

j. Komunikasi adalah tindakan melakukan kegiatan komunikasi (tanpa 

mengubah format aslinya) kepada penerima akhir untuk tujuan 

komersial. 

8. Sektor jasa dan sector  keuangan, dan sektor lain dari kegiatan sektor 

jasa, dengan satu atau lebih orang yang bertanggung jawab atas risiko 

usaha. 

2.2.4 Pengertian Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) 

Pengembangan adalah tindakan, proses, hasil atau pernyataan  yang 

lebih baik (Thoha 2017). Ada dua unsur dalam definisi pembangunan. 

Artinya, (1) pengembangan itu sendiri kemungkinan berupa tugas, proses, 

atau pernyataan tujuan, dan (2) pengembangan dapat menunjukkan 

perbaikan dalam sesuatu. 

Menurut (Sutarto 2018), pengembangan adalah strategi pendidikan 

yang kompleks yang diharapkan dapat mengubah keyakinan, sikap, nilai, 

dan struktur organisasi, dalam menanggapi perubahan dan memungkinkan 

organisasi untuk beradaptasi dengan baik terhadap teknologi, pasar, dan 

tantangan baru. 

Menurut uraian di atas, pengembangan UMKM berarti langkah-

langkah atau proses yang mengembangkan kondisi UMKM menjadi lebih 

baik dan memungkinkan pelaku usaha untuk lebih beradaptasi dengan 

teknologi, pasar, dan tantangan baru. Ini adalah wabah. 

Pengembangan UMKM merupakan komponen penting dari 

Program Pembangunan Nasional untuk meletakkan dasar bagi 
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pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Sasaran upaya 

pembinaan dan pembinaan UKM adalah sebagai berikut: 

1. Tercapainya lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas 

2. Tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat 

3. Terwujudnya UMKM yang semakin efisien dan mampu berkembang 

mandiri 

4. Terwujudnya pesebaran industri yang merata 

5. Tercapainya peningkatan kemampuan UMKM dalam aspek penyediaan 

produk jadi, bahan baku baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor. 

Esensi pembinaan dan pengembangan UMKM terletak pada upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Adanya tenaga kerja yang 

berkualitas memungkinkan UMKM tumbuh dan berkembang menjadi 

UMKM yang tangguh. 

 

2.2.5 Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Dalam jangka panjang, kebijakan pemerintah untuk 

mengembangkan UMKM ditujukan untuk meningkatkan kemungkinan 

dan partisipasi perekonomian dalam proses pembangunan nasional, 

terutama dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui 

peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan untuk 

mengurangi kemiskinan. UMKM pada dasarnya merupakan tanggung 

jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Melihat tantangan yang 

dihadapi UMKM, upaya pengembangan UMKM dapat dilihat dari dua 

perspektif yaitu faktor internal (faktor internal) dan faktor eksternal (faktor 

eksternal) (Suseno, dkk, 2019):: 

Program kinerja dinas koperasi UMKM kabupaten dompu akhirnya 

merealisasikan program bantuan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah 
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(BPUM). Program tersebut dihajarkan sebagai solusi pemulihan ekonomi 

secara nasional, dimana kondisi perekonomian merosot akibat pandemik 

covid 19. 

Tepatnya senin (19/10), bantuan tersebut diterima masyarakat 

melalui dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Dompu. Ternyata realisasi 

program bermanfaat itu, menuai banyak kritikan dan keluhan 

Kepala desa monta baru, Abdul Fatah, mengatakan, pemerintah 

kecamatan dompu tidak pernah melakukan sosialisasi tentang adanya 

perolehan bantuan tahap ke II sebesar Rp. 2.400,000 perorang, sebanyak 

35 orang.  

Dikonfirmasihkan diruangannya, Kabid pemberdayaan UMKM, Hj, 

Sri S. Si, menjelaskan dinas tersebut telah menyampaikan informasi dan 

meminta agar setiap lurah dan kepala desa, memasukan usulan UMKM di 

masing-masing wilayah, selambat-lambatnya, 18 Agustus 2020. Usulan 

tersebut, memiliki persyaratan pertama, pelaku usaha belum akses kredit 

perbankan. Kedua, mempunyai usaha mandiri atau produktif dan terakhir, 

saldo tabungan kurang dari Rp 2.000.000. 

1. Faktor Internal 

a. Meningkatkan kemampuan usaha dan kewirausahaan 

b. Melakukan perencanaan usaha dan investasi dalam jangka panjang 

c. Mengembangkan Research & Development 

 

2. Faktor Eksternal 

a. Menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha 

(penyederhanaan perizinan dan birokrasi) 

b. Mengupayakan adanya program pendampingan 
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c. Mengupayakan tersedianya produk-produk pendukung dalam proses 

produksi. 

d. Mengupayakan tersedianya infra struktur sosial 

e. Upaya ketersediaan biaya kredit harus memberikan fleksibilitas 

dalam penerapan prinsip-prinsip pemberian pinjaman, termasuk 

pemanfaatan fasilitas dan kemampuan peminjam untuk 

menghasilkan keuntungan, masalah agunan, dan sebagainya. 

Mendukung pengembangan. 

 

2.3 Definisi Efektivitas 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Efektivitas yang 

berarti ada pengaruhnya, akibatnya, manjur atau mujarab. Jadi, bahwa efektivitas 

mengandung arti keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu. 

Menurut  etimologi  Efektivitas ialah  kata  serapan dari bahasa Inggris 

yaitu effective. Kata serapan ini menjadi  efektif  kemudian  berubah  menjadi  

efektivitas, sedangkan menurut terminologi Efektivitas dapat membawa hasil, 

sedangkan menurut kegiatan belajar mengajar Efektivitas.ialah kegiatan yang 

berkenan dengansejauh  mana  sesuatu  yang  telah  direncanakan atau diinginkan 

sehingga dapat terlaksana atau tercapai 

Efektivitas  adalah unsur utama dari suatu kegiatan untuk mencapai suatu 

tujuan atau maksud tertentu. Dengan kata lain, suatu kegiatan dikatakan efektif 

apabila tujuan atau maksud yang telah ditentukan sebelumnya tercapai. Dengan 

demikian, efektivitas implementasi organisasi biasanya didefinisikan sebagai 

semua upaya yang dapat dilakukan oleh organisasi dengan kemampuan yang ada 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara objektif. 

Efektivitas berarti apakah menyelesaikan tugas pada waktu yang tetap 

menunjukkan bahwa pekerjaan dilakukan dengan baik, dan tergantung pada 
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penyelesaian pekerjaan, metode pelaksanaan, dan sebagian dari biaya yang 

dikeluarkan. 

Menurut Rivanto dalam Masruri (2014), konsep efisiensi adalah seberapa 

banyak pekerjaan yang dilakukan sudah cukup bagi orang untuk menghasilkan 

deliverables seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, dapat efektif jika Anda 

dapat menyelesaikan pekerjaan dengan rencana dari segi waktu, biaya, dan 

kualitas. 

Wijaya (1993:32) adalah hasil dari membuat keputusan sendiri untuk 

melihat apakah efeknya benar, dan menyarankan agar perusahaan dapat 

memenuhi misi mereka dan mencapai tujuan mereka. Selain itu, Sarwoto 

(1990:126) menyebut efek 'Successful Use', sebuah layanan dengan gaya dan 

kualitas prima yang sangat sesuai dengan kebutuhan pencapaian tujuan 

organisasi. Hal ini ditegaskan oleh Siagian (1996:19). Artinya, tugas itu selesai 

pada waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, jika pelaksanaan tugas dievaluasi 

dengan baik, itu akan tergantung terutama pada saat tugas selesai dan tidak akan 

merespons. Tentang cara menjalankannya dan berapa biayanya dikeluarkan 

untuk bekerja. 

Dari segi efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010:13), dapat 

dijelaskan bahwa pengaruh program dapat dilihat dari aspek-aspek berikut. Suatu 

program pembelajaran efektif bila pekerjaan atau fungsinya dilaksanakan, 

pekerjaan atau fungsinya dilaksanakan dengan baik, dan siswa mampu belajar 

dengan baik. (2) Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana 

atau program di sini adalah rencana pembelajaran yang terprogram. Suatu 

rencana atau program dikatakan efektif jika semua rencana dapat dilaksanakan. 

Keefektifan program ditinjau dari ketentuan dan peraturan pada ayat (3) juga 

dapat dilihat apakah peraturan yang dibuat dapat menjaga berlangsungnya proses 

kerja kegiatan. (4) Adapun program kegiatan ditinjau dari tujuan dan kondisi 
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idealnya, apabila tujuan dan kondisi ideal program dapat dicapai, maka program 

kegiatan tersebut efektif dilihat dari hasil. 

Gibson (1984:38) menjelaskan tiga metode efektivitas. (1) Pendekatan 

objektif untuk mendefinisikan dan menilai efektivitas adalah metode tertua dan 

paling banyak digunakan. Menurut metode ini, keberadaan suatu organisasi 

ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan tujuan menekankan peran 

kunci dalam mencapai tujuan sebagai kriteria untuk menilai efektivitas dan 

memiliki dampak besar pada pengembangan teori dan praktik manajemen dan 

perilaku organisasi, tetapi sulit untuk memahami bagaimana melakukannya. 

Pendekatan objektif ini merupakan pendekatan teori sistem alternatif. (2) 

pendekatan teori sistem menekankan pertahanan elemen dasar beradaptasi 

dengan lingkungan yang lebih luas yang dapat melaksanakan proses pengeluaran 

dan menopang organisasi. Teori ini menjelaskan hubungan organisasi dengan 

sistem yang menjadi bagiannya. Konsep pengorganisasian bagian dari sistem 

besar yang berhubungan dengan sistem memberikan pentingnya umpan balik, 

dinyatakan sebagai informasi yang mencerminkan hasil dari satu atau 

serangkaian tindakan oleh individu, kelompok, atau organisasi. (3) pendekatan 

anggota ganda Pendekatan ini merupakan cara pandang yang menekankan 

pentingnya hubungan relatif antara kepentingan kelompok dan individu dalam 

hubungan relatif antara kepentingan kelompok dan individu dalam suatu 

organisasi. Metode ini menggabungkan pendekatan tujuan dan sistem untuk 

mencapai cara yang lebih baik untuk efektivitas organisasi. 

 

2.3.1 Efektivitas Organisasi 

Dalam setiap organisasi, efektivitas merupakan komponen utama 

dari suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan atau tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, suatu kegiatan dikatakan efektif 
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bila tujuan atau maksud yang telah ditentukan sebelumnya tercapai. 

Dengan demikian, efektivitas implementasi organisasi biasanya 

didefinisikan sebagai semua upaya yang dapat dilakukan oleh organisasi 

dengan kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 

secara objektif. 

Richard Steaz (2015) berpendapat bahwa sementara kebanyakan 

orang setuju bahwa efektivitas adalah karakteristik yang diinginkan dari 

sebuah organisasi dengan pandangannya tentang efektivitas, anehnya, 

orang selalu memiliki perspektif teoretis dan perspektif kepemimpinan. 

Mereka berbeda dalam efeknya. 

Dengan mengacu pada pendapat Steers di atas, kita dapat 

menyimpulkan bahwa efektivitas secara efektif merupakan konsep yang 

kabur. Hal ini karena efek disebutkan lebih sering daripada efek yang telah 

dipelajari baik dalam literatur teoritis dan organisasi. Oleh karena itu, 

konsep efisiensi organisasi tidak selalu standar dan berbagai pengukuran 

dapat digunakan. Untuk mengetahui efektivitas kegiatan sektor publik, 

pendekatan berikut dapat digunakan untuk mengukur (Putra, 2019). 

1. Pendekatan sasaran tujuannya adalah untuk mencapai tingkat output 

yang direncanakan dan memusatkan perhatian untuk mengukur efisiensi 

sisi output dengan mengukur keberhasilan organisasi publik. 

2. Pendekatan Sumber Daya (System Resource Approach)  Metode ini 

mengukur efisiensi dari sisi input, khususnya dengan mengukur 

keberhasilan lembaga publik dalam memperoleh sumber daya yang 

dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang baik. 

3. Pendekatan Proses (Process Approach) Pendekatan ini menekankan 

pada aspek internal organisasi publik. Dengan kata lain, mengukur 
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efektivitas pelayanan publik melalui berbagai indikator internal 

organisasi seperti efisiensi dan iklim organisasi. 

4. Pendekatan Integratif (Integrative Approach) Metode ini 

menggabungkan ketiga pendekatan di atas yang ditunjukkan pada hasil 

kelemahan dan kekuatan masing-masing pendekatan. 

Dalam hal keberhasilan pencapaian tujuan, efektivitas 

menitikberatkan pada tingkat pencapaian tujuan di lembaga publik 

(Noermandi, 2019). 

Hal ini sejalan dengan pendapat Handoko (2018) bahwa “efek 

adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dan peralatan yang 

tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Tingkat layanan dan 

kepuasan masyarakat adalah ukuran efisiensi. Ukuran ini menitikberatkan 

pada pencapaian tujuan organisasi pelayanan publik, tanpa 

mempertimbangkan biaya, tenaga dan waktu yang digunakan untuk 

memberikan pelayanan. 

Dalam hal ketepatan waktu, efisiensi adalah pencapaian tepat 

waktu dari berbagai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan 

menggunakan sumber spesifik yang ditugaskan untuk kegiatan yang 

berbeda (Siagian, 2018). Menurut Siagian, penulis menyimpulkan efektif 

dilakukan pada jam-jam aktif. Oleh karena itu, kegiatan menjadi tidak 

efisien bila penyelesaian atau pencapaian suatu tujuan tidak memenuhi 

waktu yang telah ditentukan. 

Juga, dari perspektif manfaat, Steers (Zainun 2017) 

mendefinisikan efektivitas sebagai upaya untuk mencapai manfaat dalam 

suatu organisasi. Dia menekankan bahwa semakin besar manfaat yang 

dapat diperoleh organisasi, semakin efektif itu. Dengan demikian, suatu 



22 
 

 

 

kegiatan dapat dikatakan efektif jika bermanfaat sesuai dengan kebutuhan 

organisasi dan masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa 

terdapat empat unsur dalam efektivitas, yaitu: 

1. Pencapaian tujuan, yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dapat 

mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

2. Ketepatan waktu, yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila 

penyelesaian atau pencapaian tujuan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. 

3. Manfaat, yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan 

tersebut memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat sesuai 

dengan kebutuhannya. 

Oleh karena itu, efek dari pelaksanaan program pengembangan 

UMKM adalah tercapainya tujuan atau sasaran dari pelaksanaan program 

pengembangan UMKM, dan pelaksanaan program memberikan manfaat 

tertentu sesuai dengan waktu yang ditentukan dan kebutuhan organisasi 

UMKM lokal. dan pemangku kepentingan. 

 

2.3.2 Ukuran Efektivitas 

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti bahwa tujuan yang telah 

ditentukan atau pencapaian suatu tujuan mengukur apakah tujuan itu 

tercapai berdasarkan apa yang direncanakan untuk membuat program. 

Efektivitas ini menunjukkan seberapa baik target dapat mencapai 

tujuan yang dapat Anda lihat dengan kualitas yang tepat. Mencapai 

kualitas ini mempengaruhi hasil. Produktivitas individu membandingkan 

efisiensi suatu produk (pencapaian hasil kerja maksimum) dengan 
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efektivitas baik (tenaga kerja) dalam suatu input yang mencakup kuantitas 

atau kualitas dalam satuan jam tertentu. (Dijual Tama Yanchi 2009: 60) 

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton 

L. Ballachey dalam bukunya Individual In Society memberikan jabaran 

tentang ukuran efektivitas, dan menyebutkan ukuran efektivitas program 

sebagai berikut:  

“The proper measure of effectiveness is productivity, effectiveness is 
measured by how much satisfaction is engendered, effevtivieness is 
determined by creative outcomes, effectiveness is properly measured by 
such less tangible  consequences  as  the  intensity  of  emotional  
experience  the individual members are helped to achieve (Krech, et.al, 
1962:454)”.  
 

Pengertian tersebut adalah efektivitas, ukuran yang tepat adalah 

produktivitas, pengaruh diukur dengan seberapa besar kepuasan yang 

dihasilkan, pengaruh ditentukan oleh hasil kreatif, dan pengaruh adalah 

individu yang menerima bantuan. hasil, seperti kekuatan pengalaman 

emosional anggotanya. Itu benar. Pengukuran efisiensi dikaitkan dengan 

produktivitas dan operasi yang dihasilkan adalah tingkat kepuasan, 

kreativitas dan kekuatan. 

 

2.3.3 Ukuran Efektivitas Program 

Efektivitas suatu program dievaluasi atau diukur sejauh mana 

kegiatan program yang dilaksanakan akan mencapai tujuan awal program. 

Keberhasilan program dapat dilihat dari efektifitas pencapaian tujuan yang 

telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi terkait. 

Efektivitas program dapat dilihat dengan membandingkan hasil 

dengan tujuan program, dan pendapat peserta program dapat dijadikan 

ukuran untuk mengetahui efektivitas program. Menurut Budiani dalam 

bukunya efisiensi suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan 
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variabel-variabel berikut untuk mengukur semua faktor yang dapat 

mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program, sebagai beriku: 

a. Ketepatan Sasaran Program Ketepatan sasaran program yaitu sejauh 
mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan 
sebelumnya. 

b. Sosialisasi Program Sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksana 
program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi 
mengenai  pelaksanaan  program  dapat  tersampaikan  kepada  
masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada 
umumnya. 

c. Tujuan Program Tujuan program adalah sejauh mana kesesuian 
antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah 
ditetapkan sebelumnya. 

d. Pemantauan Program  Pemantauan  program merupakan  kegiatan 
yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk 
perhatian kepada peserta program. (Budiani, 2007:20) 

 
Berbeda dengan pendapat Budiani, Siagian dalam S.P. Siagian 

mengemukakan ukuran efektivitas program meliputi: 

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.  

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, yaitu penentuan cara yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. 

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, yaitu strategi 

serta kebijakan yang  ditentukan  harus mampu menjembatani  tujuan 

yang ditetapkan dengan usaha-usaha kegiatan operasional;  

d. Perencanaan yang matang, yaitu mengambil keputusan untuk kegiatan 

di masa depan. 

e. Penyusunan program yang tepat, yaitu berkaitan dengan pedoman untuk 

bertindak. 

f. Tersedianya  sarana  dan  prasarana,  hal  ini  berguna  dalam  

menunjang pelaksanaan program.  

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bila program tidak dilakukan 

secara efektif dan efisien maka tujuan pun tidak akan tercapai.  
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h. Sistem  pengawasan  dan  pengendalian,  yaitu  dilakukan  untuk  

mengatur dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dalam 

pelaksanaan program. (S.P. Siagian, 1978:77). 

2.3.4 Pelaksanaan Pengembangan UMKM 

Dalam pelaksanaan pengembangan UMKM, kegiatan 

pengembangan dilakukan sesuai dengan program dan rencana aksi yang 

disusun dalam rencana strategis. Kegiatan dapat dilihat dari segi 

produktivitas, motivasi, adaptasi, dan integrasi. Diantaranya, setelah 

melakukan survei, penulis dapat menyimpulkan bahwa koperasi dan usaha 

kecil keberadaan uang beroperasi secara efektif dalam pengembangan 

UKM. Hal ini dapat diringkas secara rinci sebagai berikut: 

1. Produktivitas yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi Kabupaten 

Dompu yaitu sudah sesuai pada rencana program dan kegiatan pada  

Renstra  dengan  melakukan beberapa kegiatan-kegiatan guna untuk 

melakukan pengembangan usaha. Akan tetapi terdapat masalah  pada  

penyediaan  kuota pelatihan. 

2. Motivasi Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Dompu  sesuai  dengan 

visi dan misi Disnakerperinkopukm dan pegawai Disnakerperinkop 

sudah  sesuai  dengan  hak  yang mereka terima. 

3. Adaptasi sudah dilakukan dan disesuaikan pada rencana program dan 

kegiatan pada Renstra, akan tetapi pada internal organisasi yaitu 

pegawai belum berjalan  maksimal  karena masih  ada  pegawai  yang  

belum menguasai teknologi. 

4. Integrasi yang dilakukan Dinas Koperasi akan penyampaian kegiatan-

kegiatan yang dibuat  sudah  sesuai  pada rencana program dan 

kegitan pada Renstra, walaupun pada kegiatan sosialisasi belum 

efektif. 
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2.3.5 Pelaksanaan Program 

Implementasi kebijakan yang dibuat merupakan konsekuensi logis 

dari perumusan kebijakan. Implementasi kebijakan tidak hanya 

menyangkut mekanisme penerjemahan keputusan politik ke dalam 

prosedur rutin melalui jalur birokrasi, lebih dari itu. Implementasi 

kebijakan menyangkut masalah persaingan, keputusan dan orang-orang 

untuk mendapatkan hasil dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, 

implementasi kebijakan merupakan bagian penting dari proses kebijakan. 

Bahkan pakar kebijakan Afrika memiliki J.O. Pak Udoji berkata: 

“Penegakan kebijakan itu penting, mungkin lebih penting daripada 

pembuat kebijakan. Kebijakan adalah mimpi sederhana atau rencana 

brilian yang jika tidak dilaksanakan akan tersimpan dengan baik dalam 

arsip” (Wahab, 2016). 

Patton dan Sawichi (Tangkilisan, 2017) mengatakan, “Ini terkait 

dengan berbagai kegiatan untuk melaksanakan program eksekusi, dan 

eksekutif dalam posisi ini mengatur bagaimana kebijakan yang dipilih 

dikonfigurasi, dianalisis, dan diimplementasikan.”  

Oleh karena itu, program dapat dikatakan sebagai unsur pertama 

yang harus ada untuk mencapai pelaksanaan kegiatan. Dukungan  

pelaksanaan program, karena mengandung berbagai aspek seperti: 

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai 

2. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus dipedomani dan 

prosedur yang harus dilalui. 

3. Adanya aturan-aturan yang harus dipedomani dan prosedur yang 

harus dilalui 

4. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan 

5. Adanya strategi dalam pelaksanaan 
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Program ini lebih mudah dioperasikan karena semua bentuk 

perencanaan lebih terorganisir. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam 

proses implementasi adalah adanya kelompok masyarakat yang menjadi 

sasaran program. Masyarakat kemudian dapat menikmati manfaat dari 

program-program yang dilaksanakan serta perubahan dan perbaikan dalam 

kehidupan mereka. Anda tidak dapat membawa manfaat apa pun kepada 

masyarakat, dan Anda dapat mengatakan bahwa program tersebut tidak 

pernah dilakukan. 

Kegagalan atau keberhasilan implementasi juga dapat diketahui 

bahwa kemampuan pembuat kebijakan untuk mengoperasikan program 

kebijakan yang direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan 

tidak menjamin keberhasilan implementasi kebijakan. Ada banyak faktor 

yang terkait dengan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Implementasi 

program melibatkan upaya pembuat kebijakan untuk menentukan tindakan 

untuk melaksanakan birokrat dan memungkinkan mereka untuk bersedia 

melayani dan mengatur tindakan kelompok sasaran. 

Dalam uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan atau 

pelaksanaan program adalah sasaran atau tindakan yang dilakukan oleh 

individu atau pegawai negeri dari sasaran yang diinstruksikan untuk 

mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. 

 

2.4 Masalah-Masalah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) 

Peranan UKM di Kabupaten Dompu diakui sangat penting dalam hal 

perekonomian negara, terutama peningkatan kesempatan kerja, pemerataan 

pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan dan peningkatan ekspor nonmigas. 

Selama ini, pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk mendukung 

pengembangan usaha melalui berbagai program pengembangan dan 
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pengembangan usaha kecil dan menengah. Namun, sampai saat ini, 

perkembangan usaha kecil dan menengah sudah sangat besar. 

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM lain meliputi 

(Suseno, 2019): 

1. Masalah Internal 

a. Keterbatasan modal kerja 

b. Sulitnya mencari bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga yang 

murah. 

c. Karena sebagian besar UMKM menggunakan mesin atau alat produksi 

yang lebih tua yang secara inheren manual, keterampilan mereka terbatas. 

d. Terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas karena sebagian besar 

pengusaha UMKM masih lulusan pendidikan dasar. 

e. Kesulitan pemasaran karena kualitas produk dan kegiatan promosi yang 

masih kurang dan adanya persaingan untuk produk sejenis baik di pasar 

domestik maupun nasional. 

f. Kurangnya persiapan UMKM itu sendiri, UMKM dapat mengandalkan 

mediasi untuk kegiatan usaha karena kurangnya pengetahuan tentang pasar 

dan jaringan pemasaran. 

g. Desain banyak produk UMKM tidak lagi sesuai atau tidak lagi dibutuhkan 

oleh konsumen modern maupun konsumen nasional. 

h. Pelaku UMKM UMKM tidak puas dengan sulitnya membayar dana 

bergulir yang dibutuhkan untuk mengatasi kenaikan harga BBM 

belakangan ini. 

2. Masalah Eksternal 

a. UMKM tidak dapat mengembangkan usahanya karena keterbatasan akses 

terhadap sumber pendanaan. Hal ini karena semua bank, termasuk lembaga 

perkreditan, terutama bagi pelaku usaha memerlukan agunan. 
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b. Karena distorsi pasar, banyak hak istimewa perusahaan besar diberikan. 

Misalnya, kredibilitas, izin usaha, pemotongan pajak, dan kesepakatan 

yang baik. 

c. Ada aturan yang sejalan dengan upaya pengembangan UMKM. Misalnya, 

peraturan daerah dikeluarkan untuk meningkatkan pajak daerah dan biaya 

tambahan. 

Suku bunga masih relatif tinggi Suku bunga masih tinggi, sehingga 

UMKM kesulitan memanfaatkan sumber dayanya karena keuntungan yang 

didapat masih di bawah rata-rata. 

Adapun indikator yang digunakan untuk menganalisis Efektivitas 

Pelaksanaan Program Pengembangan UMKM (Studi Kasus di Dinas Koperasi 

UMKM Kabupaten Dompu) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a). 

Produktivitas, b). Motivasi c). Integritas dan d). Adaptasi 

 

 

 

 

 

2.5 Kerangka Penelitian 
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Motivasi 

 

Produktivitas 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, 

dan peneliti dapat melihat bagaimana efisiensi pelaksanaan program 

pengembangan UMKM  (Studi Kasus di Dinas Koperasi UMKM Kabupaten 

Dompu) . Dengan demikian, melalui penelitian kualitatif ini peneliti berusaha 

untuk menggambarkan permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan 

Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan UMKM. Peneliti berusaha 

untuk meneliti individu atau unit, dengan tujuan mempelajari secara intensif latar 

belakang situasi saat ini dan interaksi unit sosial. 

Menurut Djaman Satori dan Aan Komariah (2017), penelitian kualitatif 

dengan tepat menggambarkan realitas berbasis kata berdasarkan pengumpulan 

data yang relevan dan teknik analisis yang diperoleh dalam keadaan alami, dan 

dalam masyarakat tertentu. Ini adalah pendekatan penelitian yang 

mengungkapkan situasi. 

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2020 sampai dengan 

Februari 2021 di Desa, Monta Baru Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa 

Tenggara Barat. 84219. 

3.3 Penentuan Informan/Narasumber 

Hendraso (Usman, 2016: 45) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif 

tidak berusaha untuk menggeneralisasi hasil penelitian yang dilakukan dengan 

sengaja menentukan tema penelitian yang mencerminkan fokus penelitian. 

Subjek penelitian ini adalah seorang informan yang memberikan berbagai 

informasi yang diperlukan untuk proses penelitian. Informan penelitian adalah: 

(1) informan penting, yaitu informan yang mengetahui dan memiliki berbagai 
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informasi dasar yang diperlukan untuk penelitian, dan (2) yang mengetahui 

secara mendalam masalah yang diteliti, termasuk informan, yaitu mereka yang 

dapat memberikan informasi meskipun tidak berhubungan langsung. Interaksi 

sosial yang diteliti (Suyanto, 2015). 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 
 
 

No 
 

Informan Penelitian 
 

Informasi Yang Dibutuhkan 

 

1 
 

Informan kunci 
(key informan) 

 

Kepala Bidang 
Koperasi dan usaha 
mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM) 

 

5 
 

Terkait dengan indikator 
produktivitas, motivasi, 
integritas, dan adaptasi. 

 

2 
 

Informan 
Tambahan 

 

Masyarakat yang terlibat  
dalam usaha mikro, 
kecil, dan menengah 
(UMKM) 

 

5 
 

Terkait dengan indikator 
produktivitas, motivasi, 
integritas, dan adaptasi. Jumlah 10  

 

3.4 Jenis Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu : 

3.4.1 Data Primer 

Data primer adalah data dari data dasar. Data primer diperoleh 

langsung dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu yang menjadi 

objek penelitian yaitu dengan teknik wawancara (interview)  kepada  pihak 

Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Dompu terkait data-data yang 

dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan penelitian. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi dan 

mendukung data primer berupa karya tulis ilmiah dan review, review 

penelitian, makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dasar adalah data yang diperoleh secara 

langsung di tempat penyelidikan melalui kegiatan penyelidikan yang berkaitan 
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dengan masalah yang diselidiki untuk mencari informasi yang lengkap. Teknik 

ini bekerja dengan cara berikut: 

1. Metode Interview (Wawancara) 

Berikut adalah panduan teknis penulisan karya ilmiah dengan 

wawancara rinci dimana Anda bisa mendapatkan informasi lengkap dan rinci 

dari pelapor. Metode ini dilakukan melalui pertanyaan terbuka secara 

langsung kepada 10 informan atau pejabat  terkait isu-isu yang terkait dengan 

investigasi ini. 

Pewawancara adalah seseorang yang menggunakan metode 

wawancara dan bertindak sebagai “pemimpin” dalam proses wawancara. 

Informan, di sisi lain, adalah orang yang diwawancarai untuk siapa 

pewawancara meminta informasi. Informan adalah mereka yang menguasai 

dan memahami data, informasi, dan fakta yang dipelajarinya (Burhan Mungin, 

2017). 

2. Metode Observasi 

Merupakan pedoman teknis penulisan karya ilmiah dengan mengamati 

secara langsung subjek penelitian dan mencatat gejala-gejala yang ditemukan 

di lapangan, melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan tugas 

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati variabel struktur 

birokrasi dalam kecenderungan sumber daya komunikasi. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang 

dijalankan melalui metode dokumentasi yang dapat mendukung data yang 

mendasarinya. Metode dokumentasi dapat diimplementasikan dengan 

menggunakan metode berikut: Panduan dokumentasi adalah alat 

pengumpulan data dokumen demi dokumen yang mengambil catatan atau 
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dokumen dari lokasi peneliti atau sumber lain yang relevan dengan topik 

penelitian. 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data Primer 

Teknik pengumpulan data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung di tempat penyelidikan melalui kegiatan penyelidikan yang 

berkaitan dengan masalah yang diselidiki untuk mencari informasi yang 

lengkap. 

3.6 Teknik Analisa Data 

Analisis data dapat didefinisikan sebagai proses pemeriksaan, 

pengurutan, dan pengelompokan data untuk tujuan membuat hipotesis dan 

mengarahkannya pada kesimpulan atau teori sebagai hasil penyelidikan. 

(Sugiyono, 2016), ada beberapa langkah untuk melakukan analisis data: 

3.6.1 Reduksi Data 

Reduksi data dicapai dengan cara berkonsentrasi meringkas apa 

yang penting tentang penelitian, memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan menemukan tema dalam pola yang memudahkan peneliti untuk 

mengumpulkan data dan menemukannya sesuai kebutuhan. 

3.6.2 Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan pertama yang dikemukakan masih bersifat tentatif dan 

dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap 

pengumpulan data selanjutnya. Namun, ketika kesimpulan pada tahap awal 

didukung oleh bukti yang konsisten dan valid ketika penelitian kembali ke 

lapangan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, kesimpulan yang 

diangkat merupakan kesimpulan yang kredibel. 

3.7 Keabsahan Data 

Keabsahan data dilakukan untuk menguji data yang diperoleh dengan 

membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan 
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penelitian ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, validasi data memiliki reliabilitas, 

potensi sebelumnya, reliabilitas, dan konfirmasi (Sugiyono, 2016). 

3.7.1 Credibilty 

Tidak ada keraguan tentang Uji Credibilty (Kredibilitas) atau studi 

ilmiah yang dilakukan di mana kepercayaan terhadap data penelitian yang 

disajikan oleh studi yang dilakukan dilakukan. 

 

3.7.2 Transferability 

Transferabilitas dapat diterapkan pada validitas eksternal atau studi 

populasi sampel yang menunjukkan tingkat akurasi (Sugiyono, 2016). 

3.7.3 Dependability 

Pengujian Dependability dilakukan dengan melakukan audit 

terhadap proses penelitian. Oleh auditor independen atau pengawas 

independen yang mengaudit semua kegiatan yang dilakukan oleh peneliti 

saat melakukan penelitian. Misalnya, dapat dimulai ketika seorang peneliti 

memasuki lapangan, memilih sumber data, mengidentifikasi dan memulai 

masalah dalam melakukan analisis data, melakukan validasi data, dan 

membuat laporan pengamatan. 

3.7.4 Confirmability 

Objektivitas tes kualitatif juga dikenal sebagai tes konfirmabilitas 

studi. Suatu penelitian dapat dikatakan objektif jika hasil penelitian 

tersebut disepakati oleh lebih banyak orang. Pengujian reviewability 

penelitian kualitatif berarti pengujian hasil penelitian yang berkaitan 

dengan proses yang dilakukan. Jika temuan investigasi merupakan fungsi 

dari proses penelitian yang dilakukan, kriteria keterverifikasian investigasi 

terpenuhi. 

 


